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ABSTRAK

Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010-2014;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang



Grand Design Reformasi Brokrasi 2010-2025;Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi  Birokrasi Instansi  Pemerintah;Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Dalam Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 01/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-
Kot/1/2020 diatur tentang :

Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Singkawang Tahun 2020, yang terdiri dari :1.Tim Pengarah;Tim Pelaksana;Tim

Agen Perubahan;

Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah : 1.Tim Pengarah bertugas:a.memberikan
arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;b.menerima laporan
bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan c.memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan
arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah

dan berkelanjutan.

2.Tim Pelaksana bertugas: a.merumuskan program  kegiatan = Reformasi
Birokrasi Sekretariat; b. merancang rencana aksi dari program-program
Reformasi Birokrasi Sekretariat; c.melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama
dengan unit/satuan kerja terkait; d.melaksanakan fokus perubahan sesuai
rencana aksi yang ditetapkan bersama; e.melakukan pemeliharaan terhadap

area-area yang sudah maju; f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi



CATATAN

kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di
atasnya/berjenjang pada akhir tahun; g. melakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target
yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;dan h.

menjadi agen perubahan.

3.Tim Agen Perubahan bertugas: a. membuat rencana aksi dari program-
program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi
Sekretariat; b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di
setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim
Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. melakukan

kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan

perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
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